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Negeri yang 

luas & strategis 

Negeri yang 

indah & kaya 
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Bukan Lautan...Hanya Kolam Susu 
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Bagaimana Bisa?? 
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A. Sejarah Korupsi di Indonesia 

Kerajaan 
D.  

Parlementer 

D.  

Terpimpin 
Orba Reform 
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Tahapan Perkembangan Korupsi Pasca-

kolonial Menurut Hendardi 

Program terselenggara karena ada sokongan dari APBN, 

yang kemudian terjadi Penyimpangan 

1 

Perebutan pengelolaan nasionalisasi perusahaan asing 

sebagai sumber pendapatan negara pada tahun 1957 

2 

Birokrat terlibat dalam kolusi bisnis yang mengandalkan 

patron politik baik berupa lisensi, monopoli dan 

Privatisasi BUMN 

3 

Lembaga militer dan kepolisian mengembangkan 

jaringan bisnisnya 

4 
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Berkembang melalui praktik pembiaran bagi tumbuhnya 

OKB (Orang Kaya Baru) 

5 

Lembaga peradilan mengikuti jejak para birokrat  

dalam suap menyuap 

6 

Birokrasi menghabiskan anggaran rutin, membocorkan 

dan mengembangkan dirinya secara komersil (birokrasi 

pungutan) 

7 

Beberapa kelompok menikmati sistem yang tumbuh 

seperti maraknya pencurian kayu, penebangan hutan 

dsb 

8 
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Konflik dan teror akibat adanya kesenjangan pusat dan 

daerah serta berkurangnya pendapatan negara dari 

sektor migas dan HPH 

9 

Pemilu yang menjadi ajang perebutan kursi kekuasaan 10 

Tumbuh patronasi politik dalam bisnis di parlemen (DPR) 
11 

Terjadi penyimpangan JPS yang diterapkan pemerintah 

untuk menanggulangi krisis ekonomi. 

12 

Otda pada masa reformasi memfasilitasi terjadinya 

penyimpangan di daerah terkait dengan APBD dan SDA 
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Keadaan Korupsi di Indonesia 
Menurut Dwight Y. King 

Masa 

Kerajaan  

Kekuasaan 

Koersif Raja 
Upeti Memperkaya 

diri sendiri 



Sebelum 

Kemerdekaan (VOC) 

Melaporkan 

beban hutang 
Penggelapan 

Ketiadaan 

transparansi 

Gaji VOC rendah, 

menyebabkan: 

VOC ditarik oleh pemerintahan Belanda 

Ditiru oleh pejabat lokal untukmemperkaya 

diri sendiri 
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Pasca Kemerdekaan 

(Demokrasi Terpimpin) 

Idealisme 

dibangkitkan 

Korupsi Menurun 

1954 korupsi terjadi dalam hal 

penyelundupan 

Makro ekonomi 

berkembang 
Pers semakin kritis 

Independensi 

militer meningkat 

Korupsi Besar 
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Orde Baru 

(Soeharto) 

Korupsi merupakan 

sogokan kecil 
Acuh 

Pendapatan 

non-resmi 

L’etat, fest moi  
(Negara adalah saya) 

Louis XIV 

Politik mengijinkan 

1998 Indonesia menjadi negara paling korup 
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Pemimpin 

modern jarang 

menerapkan  

32 tahun 
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http://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/85-profil-pimpinan 



Penanganan Korupsi oleh KPK th 2004-2013 
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B. Bentuk-bentuk Korupsi di Indonesia 
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UU No.31 

Th 1999  UU No. 20 

Th 2001 

Ruang Lingkup 

tindak korupsi 

menjadi LUAS Jo 

Ada sekitar 13 

pasal tentang 

korupsi 

UU  No. 3 th 1971  yg 

merujuk ketentuan KUHP 

diadopsi 

Pelaporan 

pemberian 

gratifikasi 
Ada 30 bentuk/ jenis tindak korupsi 

7 bentuk korupsi  

(KPK) 



7 Bentuk-bentuk Korupsi (KPK) 
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1. Perbuatan yang merugikan keutungan negara  

memperkaya diri sendiri/ org lain/ korporasi, penyalah-

gunaan wewenang (Pasal 2 dan 3)  

2. Suap- menyuap (Pasal 5 ayat 1 &2 ; Pasal 6, 11, 12, 

13) 

3. Penggelapan/ penyalahgunaan jabatan (Pasal 8, 9, 

10) 

4. Pemerasan  meminta uang/ barang, potongan/ 

pembayaran yg seolah2 utang (Pasal 12) 

5. Perbuatan curang  ex: kecurangan pemborong, 

potongan/ pembayaran (Pasal 7) 

6. Benturan kepentingan  kepentingan pribadi di atas 

kepentingan umum (Pasal 12) 

7. Gratifikasi (Pasal 12) 
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C. DINAMIKA KONDISI KORUPSI DI INDONESIA 

Sejak zaman  pra kemerdekaan hingga sekarang , keadaan 

perkembangan korupsi di Indonesia sangat mengkhawatirkan, hal 

ini terbukti berdasarkan hasil Transparansi Internasional tentang 

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 

 

 
No. Tahun Nilai IPK Peringkat 

1 2006 2,4 130/163 

2 2007 2,3 145/ 180 

3 2008 2,6 126/ 180 

4 2010 2,8 110/ 178 

5 2011 3,0 100/182 
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Tinggi/rendahnya tindak 

kriminal (seperti korupsi) 

tidak banyak terkait dengan 

agama,  tetapi justru  lebih 

disebabkan karena lemahnya 

penegakan 

hukum,mewabahnya gaya 

hidup hedonitis, kurang 

adanya political will dan 

keteladanan dari pejabat 

publik (Azyumardi Azra). 
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Perkembangan Korupsi yang Muncul  

di Indonesia 

 Menjamurnya para markus (makelar kasus) 

 Korupsi yang melibatkan dunia usaha dengan 

masyarakat dan pemerintah 

 Korupsi perkerabatan (nepotisme) 

 Shared corruption (pembagian hasil korupsi 

sesuai dengan peran dan fungsinya dalam 

korupsi tersebut) 
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Tiga tingkatan Korupsi menurut Syed 

Hussain Alatas 

1 
• Korupsi  relatif terbatas 

2 

• Korupsi telah merajalela dan 
menembus semua sendi kehidupan 

3 

• Korupsi telah membinasakan diri 
sendiri  
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Kira2 Indonesia sudah berada di tahapan yang mana?? 



1. Masuk APBD : 

Penyalahgunaan 

wewenang, 

Penggelapan 

2. Pelaporan tidak 

Standar 

3. Alokasi penggunaan 

tidak transparan – 

Perbaikan sistem 
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Pungutan 

Daerah 

Penerimaan 

Non-Pajak 

Belanja 

Barang dan 

Jasa 

Bantuan 

Sosial 

Penerimaan 

Pajak 

DAU/ DAK/ 

Dekonsentrasi 

PETA  

KORUPSI 

Perspektif KPK  Pintu Masuk Korupsi Dalam Birokrasi Indonesia 

Penyimpangan 

prosedur pengadaan – 

Whisterblower system, 

transparansi dan 

akuntabilitas sistem 

pengadaan  

1. Penyimpangan 

peruntukan 

2. Penggelapan 

3. Fikti 

 Perbaikan sistem 

penggaran, penguatan, 

pengawasan DPR 

1. Penyalahgunaan perizinan – perbaikan sistem 

kewenangan  

2. Tidak ada single database – integrated database 

3. Penyelewengan penyetoran – Perbaikan sistem 

penerimaan  
1. Penyelewengan 

dari target – 

Audit 

perncanaan  

2. Pemerasan kpd 

wajib pajak – 

transparansi dan 

akuntabilitas 

sistem pajak  

3. Manipulasi data 

– Perbaikan 

sistem 

1. PERDA takmengacu pada perUU – 

Penertiban Perda 

2. Penghasilan Aparat -- Penindakan 
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Dua Jenis 
Korupsi 

Pilar 
Korupsi 

Modus 
Korupsi 

POLA KORUPSI INDONESIA MENURUT KPK 

1. Konvensional 

2. State Capture 

 (Political 

corruption and 

Kleptokratif 

Penguasa Korup 

Penegak hukum 

Calo kasus 

Aktor Politik 

1. Mafia Pajak 

2. Mafia SDA 

3. Mafia Politik 
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Akar Masalah Mafia Hukum di Indonesia 

Lemahnya Peraturan 

Kelemahan manajemen 

SDM  

(rekrutmen, mutasi, 

promosi, Evaluasi kinerja, 

dsb) 

Lemahnya pengawasan 

internal 

Dan eksternal serta saksi 

Gaji/ tunjangan dan 

anggaran kurang 

memadai 

Lemahnya sistem 

penanganan perkara 

Lemahnya Kepimpinan  

(Kurang: integritas, ketegasan, 

kemampuan dorong perubahan 




